4.1

BAB IV

KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam tinjauan perlakuan pajak atas

perubahan status usaha PT X menggunakan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23,

didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1.

Mengikuti tinjauan perlakuan pajak PT X pada saat menjadi usaha
perorangan, yakni menggunakan tarif pajak PPh Pasal 21, didapati
bahwa mengikuti pencatatan keuangan pada bulan Januari 2021, PT
X memperoleh beban pajak sebesar Rp205.000 dan pendapatan
bersih setelah pemotongan pajak dan pengambilan margin profit
sebesar Rp3.997.500.

Mengikuti tinjauan perlakuan pajak PT X setelah melakukan
perubahan status usaha menjadi badan usaha/badan hukum seperti
Perseroan Terbatas (PT) menggunakan perhitungan PPh Pasal 23,
didapati bahwa berdasarkan pembukuan keuangan pada bulan Maret
2023, PT X memperoleh beban pajak sebesar Rp280.000 dan
pendapatan bersih setelah pemotongan pajak dan pengambilan
margin profit sebesar Rp6.860.000. Berdasarkan kedua perhitungan

sesuai dengan poin satu dan dua, secara garis besar terlihat bahwa
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PT X membayar beban pajak lebih besar jika menggunakan
perhitungan PPh Pasal 23 dibandingkan dengan PPh Pasal 21. Akan
tetapi, meskipun dengan beban pajak yang lebih besar, PT X
memperoleh pendapatan bersih yang juga lebih besar dibandingkan
dengan menggunakan pemotongan pajak berdasarkan PPh Pasal 21.
Untuk mendapatkan perhitungan yang sesuai, peneliti melakukan
perbandingan pajak menggunakan kuantitas klien yang sama dalam
satu periode. Berdasarkan perbandingan tersebut, didapatkan
kesimpulan bahwa PT X memperoleh beban pajak yang harus
dibayarkan serta pendapatan bersih setelah pemotongan pajak dan
pengambilan margin profit lebih tinggi pada saat melakukan
perubahan status usaha yang dimana sejalan dengan penggunaan
tarif pajak PPh Pasal 23 dibandingkan dengan penggunaan tarif
pajak PPh Pasal 21 ketika PT X masih menjadi usaha perorangan.

. Melalui tinjauan cost dan benefit yang telah dilakukan dari segi
non-material dan material baik pada saat PT X masih menjadi usaha
perorangan hingga pada menjadi badan usaha/badan hukum, dapat
dilihat bahwa tentunya terdapat kelebihan dan kekurangannya
tersendiri. Selain itu, melalui analisis cost dan benefit ini, peneliti
juga dapat memberikan rekomendasi pengelolaan pajak yang dapat
diterapkan oleh PT X guna meningkatkan perusahaannya terutama
dalam hal perpajakannya. Namun, berdasarkan analisis cost dan

benefit yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa
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benefit yang didapatkan oleh PT X lebih menguntungkan PT X baik
dalam hal material maupun non-material. Meskipun masih terdapat
beberapa cost yang harus dibayarkan oleh PT X, tetapi cost tersebut
dapat menghasilkan benefit yang lebih baik dibandingkan jika PT X
mempertahankan status usahanya sebagai usaha perorangan.

Sesuai dengan perbandingan perhitungan pajak dan analisis cost dan
benefit atas perlakuan pajak PT X, maka dapat disimpulkan bahwa
merupakan sebuah keputusan yang tepat bagi PT X untuk mengubah
status usahanya menjadi Perseroan Terbatas (PT). Selain dilihat dari
peningkatan kredibilitas perusahaannya, PT X juga memperoleh
efisiensi biaya yang lebih baik dilihat dari perlakuan pajak yang
dimana beban pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dan
pendapatan bersih PT X yang lebih tinggi dibandingkan dengan

pada saat PT X menjadi usaha perorangan.

4.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah diuraikan pada bagian

sebelumnya, adapun saran yang dapat dilakukan oleh PT X, yakni:

1.

Sesuai dengan uraian mengenai bagaimana perlakuan pajak PT X
dan juga rekomendasi pengelolaan pajak sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam bab 3, saran yang dapat diberikan bagi pemilik
usaha PT X adalah dengan meningkatkan pemahaman mengenai

perlakuan pajak baik dalam kurun jangka waktu pendek maupun
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jangka waktu yang panjang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal pertama yang dapat
dilakukan oleh pemilik usaha PT X dalam meningkatkan
pemahaman mengenai pajak dalam jangka waktu yang pendek
adalah dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan
pajak yang berlaku di Indonesia ataupun dengan menggunakan
konsultan pajak yang terpercaya guna membantu bagaimana
perlakuan pajak bagi badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT).
Sedangkan, untuk meningkatkan pemahaman pajak dalam jangka
waktu yang panjang, pemilik usaha PT X dapat menyelenggarakan
adanya pelatihan atau pembekalan pegawai mengenai perpajakan,
misalnya dengan pelatihan mengikuti brevet pajak. Dengan adanya
peningkatan pemahaman tersebut, maka pemilik usaha dapat
mengelola bisnisnya terutama dalam aspek perpajakannya dengan
baik sehingga tidak menimbulkan adanya sanksi pajak.

. Perlakuan pajak menggunakan tarif berdasarkan PPh Pasal 23
membuat PT X memperoleh beban pajak yang lebih rendah dan
pendapatan bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan
penggunaan tarif pajak PPh Pasal 21, sehingga disarankan bagi PT
X untuk melakukan pengelolaan pajak yang baik agar jika
sewaktu-waktu terdapat perubahan bagi badan usaha, PT X dapat
mengikutinya dengan baik. Pengelolaan pajak yang dimaksud dapat

dilakukan dengan cara mengikuti teori dari manajemen pajak yakni,
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organizing, actuating, controlling. Pengelolaan pajak yang baik
dapat mengantarkan PT X pada pemberlakuan efisiensi biaya dan
memperoleh keuntungan sesuai dengan target perusahaan.

3. Perbandingan perhitungan pajak yang telah dilakukan menghasilkan
efisiensi biaya yang cukup signifikan bagi PT X, maka saran yang
diberikan untuk PT X adalah dengan melakukan evaluasi secara
berkala dalam periode tertentu baik per bulan, per triwulan, maupun
per tahun. Hal tersebut berguna bagi PT X untuk dapat melihat dan
mempertahankan efisiensi perlakuan pajak tersebut. Selain itu,
melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, dapat membantu PT
X dalam meminimalisasi adanya pelanggaran yang akan
mengantarkan PT X pada sanksi perpajakan yang berlaku sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

4.3 Implikasi

Sesuai dengan tinjauan perbandingan perlakuan pajak yang telah
dilakukan, maka jika dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku serta
teori oleh peneliti terdahulu, terdapat beberapa implikasi yang terjadi,
seperti:

1. Menyesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan,
Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, PT X telah melakukan
kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai

dengan status usahanya. Pada saat PT X masih menjadi usaha
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perorangan, PT X telah membayarkan pajaknya sesuai dengan tarif
yang berlaku, yakni menggunakan tarif PPh Pasal 21 sebesar 2,5%.
Sedangkan, pada saat PT X telah menjadi badan usaha/badan
hukum, PT X telah membayarkan pajaknya sesuai dengan tarif pajak
PPh Pasal 23, yakni 2%.

. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Wajib
Daftar Perusahaan, penting bagi PT X untuk mengetahui
keseluruhan mengenai informasi yang ada didalamnya. Meskipun
PT X menggunakan jasa pihak ketiga untuk membantu dalam proses
pendaftaran perusahaan tersebut. Namun, PT X juga perlu
mengetahui prosedur perubahan status usaha yang terlibat karena
melalui prosedur yang tercantum dalam undang-undang, dapat
membantu PT X dalam melakukan pengelolaan bisnis serta
perhitungan pajak yang berlaku bagi badan usaha lebih baik.

. Adapun kewajiban lain berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun
2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni
perhitungan, pembayaran, dan juga pelaporan pajak yang PT X
dapat lakukan dengan tepat waktu. Selain itu, apabila terdapat
hak-hak dan kewajiban pajak yang PT X belum manfaatkan secara
baik, dapat dilakukan juga oleh PT X. Hak dan kewajiban ini dapat
dilakukan oleh PT X untuk meminimalisasi adanya pelanggaran
pajak. Selain itu, PT X perlu merubah pelaporan keuangan yang

lebih baik sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban pajak.
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Pelaporan keuangan tersebut dikemas dalam bentuk pembukuan
yang dimana untuk melakukan pembukuan, harus disesuaikan
kembali dengan tata cara penulisan dan peraturan yang berlaku.
Sehingga, melalui pembukuan tersebut, PT X dapat lebih mudah
untuk menghitung beban pajak yang terutang.

Sesuai dengan teori perencanaan dan manajemen pajak, secara
umum sebuah badan usaha/badan hukum seperti Perseroan Terbatas
(PT) tentunya akan terlibat dalam manajemen pajak yang lebih
kompleks. Maka dari itu, penting bagi PT X untuk melakukan
manajemen pajak yang lebih baik melalui perencanaan manajemen
pajak yang dilakukan. PT X dapat memastikan bagaimana
kepatuhan pajak serta perhitungan pajak yang selama ini telah
diimplementasikan. Hal ini berguna juga untuk mendorong adanya

pertumbuhan bisnis PT X dalam efisiensi biaya.
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